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ABSTRAK

Penyelesaian sengketa pertanahan akibat wanpretasi dapat dilakukan
melalui 2 jalur yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Seiring berjalannya waktu,
masyarakat mulai menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam
penyelesaian sengketa secara litigasi sehingga dibutuhkan alternatif penyelesaian
sengketa pertanahan lain salah satunya adalah mediasi yang dilakukan di kantor
pertanahan setempat. Adapun tipologi sengketa pertanahan di antaranya berupa
sengketa pemilikan dan penguasaan, prosedur letak, batas, dan luas, sengketa waris,
putusan pengadilan. Implemetasi penyelesaian sengketa pertanahan akibat
wanprestasi melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta berdasarkan
Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan
dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Berkaitan dengan hal tersebut penulis
merumuskan masalah yaitu: bagaimanakah penyelesaian sengketa pertanahan
akibat wanprestasi melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta pada
Tahun 2022-2023, serta bagaimana kepastian hukum para pihak yang bersengketa
dalam penyelesaian sengketa pertanahan akibat wanprestasi melalui mediasi di
Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan yuridis-empiris. Metode pengumpulan data dengan memperoleh dari
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan
adalah kualitatif dengan analisis penelitian menggunakan metode penalaran
induktif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan mengaitkan antara data dan
fakta temuan dengan teori-teori yang bersifat umum, dalam hal ini adalah
penyelesaian sengketa pertanahan akibat wanprestasi melalui mediasi di Kantor
Pertanahan Kota Yogyakarta pada tahun 2022-2023 dan kemudian menganalisisnya
menggunakan tiga kerangka teori yakni teori kepastian hukum dan teori
penyelesaian sengketa untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akuat.

Adapun hasil penelitian ini bahwa, Pertama penyelesaian sengketa
pertanahan akibat wanprestasi pada tahun 2022-2023 penanganannya sama seperti
penyelesaian sengketa pertanahan lainnya yaitu dengan melalui mediasi yang terdiri
dari beberapa tahap yaitu tahap pra mediasi, mediasi, dan paska mediasi. Kedua,
penyelesaian sengketa pertanahan akibat wanprestasi melalui mediasi tersebut telah
memenuhi kepastian hukum bagi para pihak. Kepastian hukum dapat dilihat dari
penerapan peraturan atau hukum yang berfungsi sebagai dasar untuk melaksanakan
mediasi dalam hal ini Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 21 Tahun 2020 tentang
Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Wanprestasi, Mediasi, Kantor
Pertanahan, Keadilan, Kepastian Hukum.



ABSTRACT

Settlement of land disputes due to wanpretasi can be done through 2 channels,
namely litigation and non-litigation channels. Over time, people began to realize
that there were many shortcomings in litigation dispute resolution so that
alternative land dispute resolution was needed, one of which was mediation
conducted at the local land office. The typology of land disputes includes ownership
and control disputes, location, boundary and area procedures, inheritance disputes,
court decisions. The implementation of land dispute resolution due to default
through mediation at the Yogyakarta City Land Office is based on Regulation of the
Minister of ATR / Head of BPN Number 21 of 2020 concerning Handling and
Settlement of Land Cases. In this regard, the author formulates the problem,
namely: how is the settlement of land disputes due to default through mediation at
the Yogyakarta City Land Office in 2022-2023, and how is the legal certainty of the
parties to the dispute in the settlement of land disputes due to default through
mediation at the Yogyakarta City Land Olffice.

This type of research is field research with a juridical-empirical approach. The data
collection method is obtained from interviews and documentation. While the data
analysis method used is qualitative with research analysis using the inductive
reasoning method so that conclusions can be drawn by linking the data and facts
found with general theories, in this case the settlement of land disputes due to
default through mediation at the Yogyakarta City Land Olffice in 2022-2023 and
then analyzing it using three theoretical frameworks, namely the theory of legal
certainty and the theory of dispute resolution to get the correct and accurate
conclusion.

The results of this study are that, First, the settlement of land disputes due to default
in 2022-2023 is handled the same as the settlement of other land disputes, namely
through mediation which consists of several stages, namely pre-mediation,
mediation, and post-mediation stages. Second, the settlement of land disputes due
to default through mediation has fulfilled legal certainty for the parties. Legal
certainty can be seen from the application of regulations or laws that serve as the
basis for carrying out mediation in this case Regulation of the Minister of ATR /
KBPN No. 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases.

Keywords: Land Dispute Resolution, Default, Mediation, Land Office, Justice,
Legal Certainty.
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah
sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara agraris.! Kekayaan alam
dan lahan tanah pertanian yang subur menjadikan mata pencaharian
mayoritas masyarakatnya berasal dari bidang pertanian. Selain untuk
pertanian, tanah memiliki berbagai fungsi diantaranya seperti mendirikan
bangunan, bercocok tanam, membuat jalan raya, industri dan lain
sebagainya. Nilai ekonomis tanah dari waktu ke waktu semakin tinggi
karena pertambahan jumlah penduduk yang meningkat sementara
ketersediaan tanah tetap. Keadaan ini menyebabkan penggunaan tanah
semakin bersaing karena tanah merupakan area multi kegiatan dan multi
manfaat yang akan menentukan tingkat persaingan dan nilai tanah sehingga
sering menjadi objek tindak pidana atau perbuatan melawan hukum.

Untuk memperoleh atau memiliki tanah dapat dilakukan dengan
cara jual beli tanah. Jual beli sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1458 KUH Perdata, mempunyai pengertian sebuah kesepakatan yang terjadi

antara seorang penjual dan pembeli pada suatu barang dan harga.?

! Qurrotu Ayun, Shidiq Kurniawan dan Wahyu Adhi Saputro, “Perkembangan Konversi
Lahan Pertanian di Bagian Negara Agraris,” VIGOR: Jurnal Pertanian Tropika dan Subtropika, Vol.
5:2 (2020), hlm. 38.

2R. Sabrina Dhea B, “Penyelesaian Sengketa Mengenai Adanya Sertipikat Ganda Terhadap
Hak Milik Atas Tanah pada Kasus yang Terjadi di Kabupaten Pemalang”, Skripsi Universitas Atma
Jaya Yogyakarta (2021), him. 4.



Sedangkan, pengertian jual beli tanah secara adat adalah perbuatan
pemindahan hak atas tanah yang sifatnya terang dan tunai. Terang yang
dimaksud adalah harus dilakukan dihadapan kepala adat sedangkan tunai
berarti bahwa pembayaran harganya harus dilakukan pada waktu yang
bersamaan.®

Praktik jual beli tanah merupakan salah satu jenis perikatan yang
pada umumnya melibatkan notaris atau pejabat yang berwenang. Pada
perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di hadapan pejabat yang
berwenang biasanya berlaku asas kebebasan berkontrak dimana para pihak
dapat bebas untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan dibuat. Namun,
dalam pelaksanaan perjanjian seringkali terjadi hal-hal yang menyebabkan
tidak berjalannya perjanjian sesuai dengan kesepakatan. Hal tersebut
mungkin terjadi karena kelalaian maupun kesalahan dari salah satu pihak
sehingga mengakibatkan wanprestasi.* Salah satu penyebab wanprestasi
dalam perjanjian jual beli tanah yaitu karena jual beli tanah dengan cara
mengangsur sehingga pada saat pihak pembeli tidak dapat membayar atau
melunasi kewajibannya akan timbul sengketa. Mengutip pendapat dari
Maria S.W. Soemardjono bahwa “kasus sengketa di bidang pertanahan tidak

akan pernah surut bahkan cenderung semakin kompleks dan luas

3 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafinfo, 2013), hlm. 189.

4 Willy Arnanda & Kadriah, “Wanprestasi Kesepakatan Pengembalian Batas Tanah Antara
Pihak PTPN-1 Kebun Tualang Sawit dengan Kelompok Masyarakat Tani Bina Bersama di Kawasan
Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur,” Jurnal llmiah Mahasiswa Bidang Hukum
Keperdataan, Vol. 7:4 (Desember 2023), hlm. 666.



cakupannya seiring dengan dinamika di bidang ekonomi, sosial dan
politik”.> Artinya bahwa dibutuhkan sebuah terobosan baru dalam hal
penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan.

Pada dasarnya kasus pertanahan tidak hanya sengketa pertanahan
saja, merujuk pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020° tentang
Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, disebutkan bahwa kasus
pertanahan terbagi menjadi sengketa pertanahan, konflik pertanahan, dan
perkara pertanahan.’ Definisi sengketa pertanahan adalah perselisihan tanah
antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak
berdampak luas.? Konflik pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang
perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga
yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.® Sedangkan
definisi perkara pertanahan adalah perselisihan tanah yang penanganan dan

penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.'® Dapat disimpulkan bahwa

5 Kornelis Pius Siprianus Kaju, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi

di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang,” Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta
(2013), him. 1-2.

® Penulisan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

selanjutnya akan dipakai istilah Peraturan Menteri ATR/BPN.

7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 1 Angka 1.

8 Ibid., Pasal 1 Angka 2.
% Ibid., Pasal 1 Angka 3.

©7bid., Pasal 1 Angka 4.



sengketa dan konflik pertanahan memiliki perbedaan yang signifikan yakni
terletak pada dampak sosial-politiknya.

Dalam bidang hukum, sengketa dapat diartikan sebagai suatu
masalah dimana dua orang atau lebih saling mempermasalahkan suatu objek
tertentu yang terjadi karena adanya kesalahpahaman, perbedaan pendapat
atau persepsi antar para pihak sehingga menimbulkan akibat hukum bagi
keduanya.!! Pada saat terjadi sengketa pertanahan maka membutuhkan
penyelesaian. Secara teoritis, penyelesaian sengketa pertanahan dapat
dilakukan melalui dua cara yaitu dengan jalur litigasi dan non litigasi.
Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu proses penyelesaian
sengketa di pengadilan dimana semua pihak yang bersengketa saling
berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka
pengadilan dan hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi
adalah putusan yang menyatakan win-lose position.? Penyelesaian sengketa
pertanahan melalui jalur litigasi dirasakan mempunyai banyak kelemahan
dan tidak memberikan hasil yang memuaskan terhadap rasa keadilan
sehingga menimbulkan anggapan luas di masyarakat bahwa lembaga
peradilan kurang optimal dalam menyelesaikan sengketa pertanahan.

Berbeda halnya dengan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi

11 Isna Dwi Fatatun, “Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah
Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2016), him. 3.

12 Rosita, “Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi),” Al-
Bayyinah: Journal of Islamic Law, Vol. 6:2 (Desember 2017), hlm. 100.



yang merupakan penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal yang
sering dikenal sebagai Alfernative Dispute Resolution (ADR) dilakukan
secara musyawarah dengan menggunakan pendekatan nurani dan moral
sesuai dengan kemauan para pihak dan hasil akhir dari penyelesaian
sengketa melalui jalur non litigasi yaitu win-win solution.®

Diantara berbagai jenis penyelesaian sengketa tersebut di atas, maka
penulis mengkaji lebih dalam mengenai mediasi. Terdapat dua jenis mediasi
yaitu mediasi di pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non
litigasi), dalam tulisan ini penulis berfokus pada mediasi di luar pengadilan
(non litigasi) yaitu dilakukan di Kantor Pertanahan. Salah satu cara untuk
menyelesaikan sengketa pertanahan melalui jalur non litigasi yaitu dengan
mediasi. Pada hakikatnya, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa
dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak
yang bersengketa.*

Berdasarkan data dari laporan kinerja Badan Pertanahan Nasional
(BPN)™® Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 menunjukkan sengketa
pertanahan yang telah diselesaikan yaitu hanya berjumlah 12 kasus dimana
capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami penurunan karena adanya

beberapa faktor. Selanjutnya pada tahun 2023 telah menyelesaikan 24

13 Ibid., hlm.102.

14 Flsaria Tarigan, “Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang,” Tesis Universitas Medan Area Medan (2020), hlm. 4.

15 Penulisan Badan Pertanahan Nasional untuk selanjutnya akan dipakai istilah BPN.



kasus.'® Dari banyaknya kasus tersebut, dijelaskan bahwa kasus sengketa
didominasi oleh sengketa penguasaan dan kepemilikan antara perorangan
dengan perorangan. Sedangkan diketahui bahwa data kasus sengketa
pertanahan yang masuk di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta pada tahun
2022 berjumlah sepuluh (10) sengketa dan sampai dengan bulan Oktober
2023 berjumlah delapan (8) sengketa yang diselesaikan melalui mediasi.'’

Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan mengatur mengenai
mediasi dalam penyelesaian kasus pertanahan. Kemudian BPN
mengeluarkan Petunjuk teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah
Pertanahan melalui Keputusan Kepala BPN RI No. 34 Tahun 2007.18
Berdasarkan hal tersebut, maka penyelesaian sengketa pertanahan melalui
jalur non litigasi dengan cara mediasi dapat dilakukan di Kantor Badan
Pertanahan setempat.

Berdasarkan pemaran di atas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PENYELESAIAN

SENGKETA PERTANAHAN AKIBAT WANPRESTASI MELALUI

16 Data dari BPN DIY 2022 https:/diy.atrbpn.go.id/pengumuman/detail/2700/release-
laporan-kinerja-1kj-2023, diakses pada 28 Juni 2024.

17 Evi Trinita Veronika Sijabat, “Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian
Sengketa Tanah (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta),” Skripsi Universitas Atma
Jaya Yogyakarta (2023), him. 4.

18 Isna Dwi Fatatun, “Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah
Melalui Mediasi...hlm. 5-6.


https://diy.atrbpn.go.id/pengumuman/detail/2700/release-laporan-kinerja-lkj-2023
https://diy.atrbpn.go.id/pengumuman/detail/2700/release-laporan-kinerja-lkj-2023

MEDIASI DI KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA

YOGYAKARTA TAHUN 2022-2023”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis

mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pertanahan akibat wanprestasi
melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta pada Tahun
2022-2023?

2. Bagaimana kepastian hukum para pihak yang bersengketa dalam
penyelesaian sengketa pertanahan akibat wanprestasi melalui mediasi di

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas maka tujuan

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengkaji bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan
akibat wanprestasi melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta pada Tahun 2022-2023.

b. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana kepastian hukum para
pihak dalam penyelesaian sengketa pertanahan akibat wanprestasi
melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian:



a. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan
pemikiran ilmiah dan memperluas wawasan kepada pembaca
mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan akibat
wanprestasi melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran
dan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat umum mengenai
praktik penyelesaian sengketa pertanahan akibat wanprestasi
melalui mediasi. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi
bahan evaluasi untuk pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Kantor
Pertanahan Kota dalam penyelesaian sengketa pertanahan akibat

wanprestasi.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya kesamaan dan plagiasi terhadap penelitian

terdahulu maka penulis melakukan penelusuran dan analisis terhadap

beberapa penelitian yang penulis temukan, diantaranya sebagai berikut:
Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Azka Jihadul Ulya

dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 berjudul “Mekanisme Penyelesaian

Sengketa Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap”.'®

Hasil skripsi ini menyatakan bahwa pelaksanaan mediasi di Kantor

Pertanahan Kabupaten Cilacap pada dasarnya telah sesuai dengan peraturan

19 Azka Jihadul Ulya, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Kantor
Petanahan Kabupaten Cilacap,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta (2016).



perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu
terletak pada rumusan masalah yang lebih berfokus pada penyelesaian
sengketa pertanahan akibat wanprestasi melalui mediasi tersebut apakah
memenuhi keadilan dan kepastian hukum para pihak yang bersengketa.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Isna Dwi Fatatun dari
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta tahun 2016 berjudul “Keadilan dan Kepastian Hukum dalam
Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman Tahun 2014-2015”.2° Hasil penelitian memaparkan
bahwa mediasi yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
telah memenuhi keadilan dan kepastian bagi para pihak yang bersengketa
karena terdapat kesepakatan perdamaian para pihak yang merupakan bentuk
dari hasil negosiasi para pihak. Pembeda dari tulisan ini terletak pada objek
penelitian yaitu di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Duana Karomi dari
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta tahun 2015 berjudul “Implementasi Mediasi dalam Penanganan
dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Kota

Yogyakarta)”.?! Skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan mediasi di

20 Isna Dwi Fatatun, “Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah
Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2016).

2l Duana Karomi, “Implementasi Mediasi dalam Penanganan dan Penyelesaian Kasus
Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2015).
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Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, faktor penyebab para pihak
untuk memilih penyelesaian sengketa dengan mediasi diantaranya karena
biaya murah dan waktu penyelesaian yang cepat, rahasia terjamin, adanya
itikad baik dari para pihak serta anjuran dari Kantor Pertanahan untuk
melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum menempuh jalur Pengadilan.
Perbedaan dengan tulisan ini, penulis berfokus pada sengketa pertanahan
akibat wanprestasi di tahun 2022-2023.

Keempat, jurnal berjudul “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah
karena Wanprestasi Kajian Hukum di Pengadilan Negeri”.?? Jurnal ini
membahas mengenai penyelesaian sengketa jual beli tanah karena
wanprestasi yang dilakukan secara litigasi atau di Pengadilan. Perbedaan
dengan tulisan ini, penulis membahas penyelesaian sengketa pertanahan
akibat wanprestasi melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Kelima, penelitian Tesis yang dilakukan oleh Bunga Desyana
Pratami dari Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia tahun 2018 berjudul “Penyelesaian Sengketa
Pertanahan Melalui Mediasi (Studi di Kantor Pertanahan Wilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta)”. 2 Penelitian Bunga berfokus pada pelaksanaan

22 Juan A.J. Walandouw, “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah karena Wanprestasi
Kajian Hukum di Pengadilan Negeri,” Jurnal Privatum, Vol. 5:4, (Juni 2017).

23 Bunga Desyana Pratami, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi (Studi di
Kantor Pertanahan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta),” Tesis Universitas Islam Indonesia
(2018).
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mediasi dan faktor penghambatnya sedangkan penelitian ini lebih berfokus

terhadap pelaksaan penyelesaian sengketa pertanahan akibat wanprestasi.

E. Kerangka Teori
1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch dalam teorinya bahwa hukum pada hakikatnya
memiliki 3 (tiga) nilai dasar yakni keadilan, kemanfaatan dan
kepastian.?* Kepastian hukum merupakan salah satu ciri hukum yang
tidak dapat dipisahkan. Artinya bahwa kepastian hukum merupakan
unsur penting karena hukum lahir untuk mewujudkan ketertiban di
dalam masyarakat. Hukum tanpa adanya kepastian maka akan
kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan sebagai pedoman
bagi semua orang sehingga dapat dipahami bahwa kepastian hukum
akan mendatangkan keadilan.

Kepastian hukum muncul sebagai bentuk perlindungan bagi para
pencari keadilan terhadap perilaku sewenang-wenang. Hal tersebut
berkesesuaian dengan pendapat yang disampaikan oleh Van Apeldoorn
bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya

hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum.? Artinya bahwa

24 Qulasiyah Amini & Suratman, “Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori
Kepastian Hukum,” Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 6:3 (Agustus 2022), hlm. 1338.

%5 Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian
Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” Jurnal Crepido, Vol. 1:1 (Juli 2019),
hlm. 14.
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pihak pencari keadilan dapat mengetahui hukum apa yang berlaku
sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi pencari keadilan.

Dalam penelitian ini, teori keadilan dijadikan sebagai pisau analisis
untuk menjawab rumusan masalah yang kedua terkait bagaimana
kepastian hukum para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian
sengketa pertanahan akibat wanprestasi melalui mediasi di Kantor
Pertanahan Kota Yogyakarta.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa mengkaji dan menganalisis mengenai
klasifikasi perselisihan dan pertikaian yang terjadi di masyarakat,
faktor-faktor penyebab konflik, serta cara dan strategi untuk mengakhiri
konflik tersebut.?® Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi
maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi biasa
disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) yang dilakukan
melalui proses konsultasi, negosiasi, konsiliasi, pendapat hukum oleh
lembaga arbitrase, arbitrase, good offices, dan mediasi. Dari tujuh proses
tersebut, dalam penelitian ini lebih menekankan pada penyelesaian
sengketa melalui proses mediasi.

Dalam penelitian ini, teori penyelesaian sengketa dijadikan sebagai
pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua

mengenai bagaimanakah penyelesaian sengketa pertanahan akibat

% Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, dan Irawati, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin,” Jurnal Notarius, Vol. 13:2
(2020), hlm. 807.
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wanprestasi melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
pada Tahun 2022-2023 dan bagaimana kepastian hukum para pihak
yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa pertanahan akibat

wanprestasi melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

F. Metode Penelitian
Untuk memudahkan penelitian sehingga memperoleh kesimpulan yang
komprehensif dan akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai
berikut:

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research).
Penulis memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan
menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teori yang ada untuk
mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Adapun lokasi yang
dijadikan objek penelitian adalah Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penulis menguraikan fakta-fakta
pelaksanaan dan problematika mediasi sengketa pertanahan akibat
wanprestasi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta serta menganalisisnya
dengan menggunakan teori-teori sebagaimana dalam kerangka teori.

3. Pendekatan Penelitian
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Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa yuridis-empiris.

Pendekatan ini berfokus pada bekerjanya hukum di masyarakat dan melihat

hukum dalam artian nyata.?’

4. Sumber Data

Penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi dua bagian, yaitu:

a.

Data Primer

Data primer diperoleh dari sumber rujukan berupa hasil wawancara
dengan mediator di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta serta pihak-
pihak terkait.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dalam bentuk yang sudah
jadi, sudah dikumpulkan dan telah diolah oleh pihak terkait. Dalam hal
ini berupa buku, jurnal dan dokumentasi-dokumentasi yang terkait

dengan permasalahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a.

Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data primer terkait
pelaksanaan mediasi pada sengketa pertanahan akibat wanprestasi di
Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Bentuk wawancara ini ditujukan

kepada mediator yang ada di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

21 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 62.
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b. Dokumentasi
Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang sudah
diolah, seperti berita acara pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan
Kota Yogyakarta, penelusuran kepustakaan serta membaca literatur
yang memiliki relevansi dengan penelitian.
6. Analisis Data
Penulis menggunakan metode kualitatif sehingga dapat memberikan
gambaran yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti, yaitu
berkenaan dengan pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan akibat
wanprestasi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Selajutnya, metode ini
menggunakan metode induktif agar dapat ditarik kesimpulan dengan
mengaitkan antara data dan fakta yang temukan dengan teori-teori yang

bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan
Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat,
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.
Bab Kedua, dalam bab ini membahas secara komprehensif landasan
teoritis yang berisi tentang teori kepastian hukum dan teori penyelesaian

sengketa.



16

Bab Ketiga, dalam bab ini berisi tentang deskripsi sengketa
pertanahan, wanprestasi, dan mediasi disertai dengan data-data tentang
mediasi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta pada Tahun 2022-2023.

Bab Keempat, membahas dan menganalisis bagaimanakah
penyelesaian sengketa pertanahan akibat wanprestasi melalui mediasi di
Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dikaitkan dengan teori kepastian
hukum dan teori penyelesaian sengketa, serta apa saja kendala dalam
penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi.

Bab Kelima adalah Penutup, dalam bab ini penulis memaparkan
temuan-temuan atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab satu,
jawaban tersebut untuk selanjutnya dijadikan kesimpulan dalam penelitian
ini. Selain itu, penulis menyertakan saran yang berkaitan dengan temuan

pada penelitian ini



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya maka dapat

ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1.

Penyelesaian sengketa pertanahan akibat wanprestasi melalui mediasi di
Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan
peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 21
Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
yang merupakan peraturan terbaru dan sudah tidak megacu pada
Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penanganan Penyelesaian Masalah Pertanahan khususnya
Petunjuk Teknis tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Penyelesaian
sengketa pertanahan yang diakibatkan wanprestasi khususnya melalui
mekanisme mediasi secara umum sama penanganannya dengan
sengketa pertanahan melalui mediasi lainnya.

Kepastian hukum para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian
sengketa pertanahan akibat wanprestasi melalui mediasi di Kantor
Pertanahan Kota Yogyakarta dapat dilihat dari penerapan peraturan atau
hukum yang berfungsi sebagai dasar untuk melaksanakan mediasi
dalam hal ini Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 21 Tahun 2020 tentang
Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Tujuan dari kepastian

penyelesaian sengketa melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota
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Yogyakarta adalah untuk menjamin dan melindungi dari kepemilikan
hak atas tanah milik perseorangan yang dalam penanganannya

disesuaikan dengan data-data yang terdapat di Kantor Pertanahan.

B. Saran
1. Untuk Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

a. Harus memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
pentingnya alternatif penyelesaian sengketa pertanahan melalui
mediasi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

b. Meningkatkan kemampuan mediator dalam hal berkomunikasi atau
menyampaikan opsi-opsi penyelesaian sengketa dalam proses
negosiasi, karena hal tersebut sangat penting untuk menentukan
keberhasilan suatu mediasi.

2. Untuk Para Pihak yang akan melakukan mediasi

a. Para pihak yang bersengketa diharapkan untuk mnghadiri mediasi
serta mengikuti mediasi dengan itikad baik sehingga diharapkan
akan menghasilkan keputusan yang baik pula.

b. Setelah adanya kesepakatan perdamaian hendaknya untuk
dilegalitaskan atau diajukan ke pengadilan negeri setempat untuk
memperoleh akta perdamaian untuk menjamin kepastian hukum

sehingga tidak terjadi sengketa di kemudian hari.
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